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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu intervensi sosial terbesar dalam 
sejarah Indonesia, dengan sekitar 61,9 juta penerima manfaat melalui lebih dari 28.000 Satuan 
Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan target 82,9 juta penerima secara nasional. Dengan skala 
tersebut, MBG memiliki implikasi luas terhadap sistem pangan, kesehatan, pendidikan, 
perlindungan sosial, dan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Namun, program ini 
dilaksanakan di tengah persoalan gizi dan kesehatan yang kompleks, termasuk stunting, 
defisiensi mikronutrien, obesitas, penyakit infeksi, rendahnya cakupan imunisasi, dan tingginya 
beban Tuberkulosis (TB). Karena itu, pembangunan gizi dan SDM tidak dapat ditangani melalui 
distribusi makanan semata, tetapi membutuhkan intervensi yang terintegrasi dengan sistem 
kesehatan dan pembangunan manusia. 

Kajian ini menemukan bahwa persoalan MBG bukan semata-mata kelemahan implementasi, 
tetapi ketidaksesuaian antara desain program dan persoalan gizi serta kesehatan yang hendak 
diatasi. Lima temuan utama mendasari kesimpulan tersebut. Pertama, ketidaktepatan sasaran 
intervensi: meskipun MBG mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sebagian besar 
penerima manfaat merupakan anak usia sekolah, sementara periode paling kritis untuk 
pencegahan stunting berada pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kedua, orientasi 
program yang berbasis distribusi: keberhasilan MBG lebih menonjolkan jumlah penerima, porsi 
makanan, SPPG, dan tenaga kerja, sementara perubahan outcome kesehatan dan gizi belum 
menjadi ukuran utama keberhasilan. Ketiga, kualitas gizi dan penggunaan ultra-processed food 
(UPF): penggunaan pangan ultra-proses serta perhatian yang belum memadai terhadap kualitas 
dan keragaman pangan berpotensi bertentangan dengan tujuan perbaikan kualitas gizi jangka 
panjang. Keempat, risiko keamanan pangan: ekspansi SPPG yang sangat cepat belum 
sepenuhnya diikuti kesiapan sistem keamanan pangan, sebagaimana terlihat dari kejadian 
keracunan, kesenjangan kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), dan penghentian 
sementara sejumlah SPPG. Kelima, lemahnya integrasi dengan sistem kesehatan: MBG belum 
terintegrasi secara memadai dengan imunisasi, skrining anemia, pemantauan pertumbuhan, 
pelayanan kesehatan ibu dan anak, surveilans penyakit infeksi, dan deteksi TB anak. 

Kelima temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan MBG tidak dapat dinilai dari 
besarnya cakupan dan kapasitas distribusi, tetapi harus dibuktikan melalui perubahan status gizi 
dan kesehatan, termasuk penurunan stunting dan anemia, perbaikan kualitas diet, penurunan 
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penyakit infeksi, peningkatan cakupan imunisasi, serta perbaikan perkembangan anak. Dalam 
konteks penggunaan sumber daya negara yang sangat besar, ketidaksesuaian antara skala 
program dan bukti dampak tersebut menimbulkan persoalan mendasar mengenai efektivitas dan 
prioritas kebijakan pembangunan SDM. 

Dalam konteks penggunaan sumber daya negara yang sangat besar, ketidaksesuaian antara skala 
program dan bukti dampak tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas dan 
prioritas kebijakan pembangunan SDM. Atas dasar temuan tersebut, Dewan Guru Besar FKUI 
bersama Forum Intelektual Antar Disiplin (FIAD) merekomendasikan agar MBG dalam desain 
dan mekanisme pelaksanaannya saat ini dibatalkan. Penghentian program perlu disertai audit 
menyeluruh dan independen terhadap desain, sasaran, penggunaan anggaran, keamanan pangan, 
kualitas gizi, tata kelola, serta dampaknya terhadap kesehatan dan pembangunan SDM. Sumber 
daya yang selama ini dialokasikan untuk MBG perlu dialihkan secara bertahap kepada intervensi 
yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti, terutama pencegahan stunting pada 1000 HPK, 
penguatan layanan kesehatan primer dan imunisasi, pendidikan, serta perlindungan sosial bagi 
kelompok miskin dan rentan. 

Pembatalan MBG dalam bentuk yang berjalan saat ini bukan berarti menghentikan intervensi 
gizi, melainkan mengubah arah kebijakan dari program distribusi makanan berskala besar 
menuju sistem intervensi yang terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada outcome. 
Prioritas perlu diberikan kepada ibu hamil dan menyusui, bayi, balita, anak dengan risiko gizi 
tinggi, serta kelompok miskin dan rentan, sementara dukungan pangan bagi anak usia sekolah 
dapat diberikan secara lebih selektif, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) 
dan kelompok dengan kebutuhan terbesar. Dengan pendekatan tersebut, sumber daya publik 
dapat diarahkan untuk memperkuat kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan kualitas 
manusia sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. 

PENDAHULUAN 

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan fondasi kemajuan bangsa dan prasyarat 
Indonesia Emas 2045. Namun, prioritas pembangunan manusia bergeser dari pilar pertama dalam 
visi Indonesia 2045 pada periode 2020–2024 menjadi sasaran keempat pada periode 2025–2029 
(Kementerian PPN/Bappenas, 2024), ketika Indonesia masih menghadapi persoalan serius dalam 
gizi dan kesehatan sejak awal kehidupan. 

Indonesia menghadapi triple burden of malnutrition: stunting, defisiensi mikronutrien, dan 
obesitas (Black dkk, 2013; Hawkes dkk, 2020). Prevalensi stunting balita mencapai 19,8 persen 
pada 2024, turun dari 21,5 persen pada 2023, tetapi masih di atas target 14,2 persen pada 2029 
dan 5 persen pada 2045 (BKPK Kemenkes RI, 2025a). Indonesia juga tercatat sebagai negara 
dengan prevalensi stunting balita tertinggi ketiga di ASEAN, sebesar 22 persen. Data Survei 
Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan prevalensi tertinggi pada kelompok ekonomi 
termiskin, yaitu 29,8 persen, dan meningkat pada kelompok usia 12–36 bulan (Kemenko PMK, 
2025). Sekitar 8,6 juta keluarga juga tergolong berisiko stunting (Kurniawan, 2024). 

Stunting bukan semata akibat kekurangan makanan, melainkan hasil interaksi antara status gizi 
ibu, pertumbuhan janin, pemberian ASI, infeksi, dan kondisi lingkungan (Black dkk, 2013; 
Prendergast & Humphrey, 2014). Kondisi ini mengakibatkan masa pertumbuhan linear paling 
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cepat terhambat pada awal kehidupan dan pemulihannya setelah periode tersebut cenderung 
terbatas, terutama pada anak yang lahir dengan tinggi badan rendah (Benjamin-Chung dkk, 
2023). Karena itu, pencegahan perlu dimulai sejak sebelum kehamilan hingga 1000 Hari Pertama 
Kehidupan (HPK), melalui perbaikan gizi remaja dan ibu, dukungan menyusui, imunisasi, 
layanan kesehatan primer, sanitasi, dan intervensi gizi (Bhutta dkk, 2013; Ruel & Alderman, 
2013). WHO (2013) dan Bhutta dkk (2013) menempatkan 1000 HPK sebagai salah satu jendela 
intervensi yang paling cost-effective. 

Persoalan gizi tidak terpisahkan dari ketahanan kesehatan. Triple burden of disease—penyakit 
infeksi, penyakit tidak menular, dan malnutrisi—saling memperkuat (Hawkes dkk, 2020). Infeksi 
berulang dapat mengganggu penyerapan nutrisi dan meningkatkan risiko stunting, sementara 
malnutrisi meningkatkan kerentanan terhadap infeksi seperti tuberkulosis (TB) (Ockenga dkk, 
2023; Ozer & Gündoğan, 2024; Franco dkk, 2024). Tantangan ini diperburuk oleh hampir 
929.000 zero-dose children, ketimpangan cakupan imunisasi, lemahnya integrasi data kesehatan, 
tingginya beban TB, dan tingginya kematian ibu (BKPK Kemenkes RI, 2026; World Health 
Organization, 2025; Tobing dkk, 2026; World Health Organization, 2026). 

Dalam konteks tersebut, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai salah satu 
intervensi sosial terbesar dalam sejarah Indonesia (Al Farisi & Akbar, 2026; Dirawan & 
Sukriadi, 2026). Namun, meskipun stunting kerap dikaitkan dengan tujuan program, desain dan 
pelaksanaannya belum sepenuhnya menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan kebutuhan 
pencegahan stunting. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola 
Penyelenggaraan Program MBG baru ditetapkan pada 17 November 2025, hampir satu tahun 
setelah program berjalan (CELIOS, 2025). Perencanaan program juga belum menunjukkan 
kajian ilmiah yang memadai mengenai faktor penyebab stunting, kelompok yang paling 
terdampak, dan bentuk intervensi yang paling sesuai (Victora dkk, 2010; Benjamin-Chung dkk, 
2023). 

Kesenjangan antara kebutuhan intervensi dan desain program semakin penting mengingat skala 
sumber daya MBG. Anggarannya mencapai Rp71 triliun pada 2025 dan meningkat menjadi 
Rp268 triliun pada 2026 (Badan Gizi Nasional [BGN], 2025a), sementara CELIOS (2025) 
memperkirakan kebutuhan mencapai Rp335 triliun. Pada awal 2026, program telah ditopang 
19.188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan anggaran yang juga mencakup bahan 
makanan, pembangunan dapur, kendaraan, tempat makanan (ompreng), dan tenaga kerja. Skala 
ini menimbulkan persoalan opportunity cost, terutama ketika pemerintah juga menghadapi 
kebutuhan besar di sektor pendidikan dan kesehatan (Bhutta dkk, 2013). Perdebatan mengenai 
alokasi anggaran pendidikan bahkan berujung pada putusan Mahkamah Konstitusi yang 
mengharuskan dana pendidikan dipisahkan dari dana MBG, meskipun pemberlakuannya ditunda 
hingga 2028 (Mahkamah Konstitusi, 2026). 

Persoalan ini perlu dilihat dalam konteks pembangunan SDM yang lebih luas. Kualitas SDM 
tidak hanya ditentukan oleh asupan makanan, tetapi juga pendidikan, kesehatan, imunisasi, dan 
akses terhadap layanan dasar (Victora dkk, 2008; Ruel & Alderman, 2013). Tantangan 
pendidikan Indonesia masih tercermin dalam capaian PISA serta persoalan insentif guru, fasilitas 
pendidikan, dan akses ekonomi terhadap pendidikan tinggi (OECD, 2023). Karena itu, alokasi 
MBG perlu dinilai tidak hanya dari skala distribusinya, tetapi juga kontribusinya terhadap 
keseluruhan agenda pembangunan manusia (Verguet dkk, 2020). 
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Pada tingkat implementasi, persoalan terlihat dalam ketepatan sasaran, kualitas dan komposisi 
menu, penggunaan ultra-processed food (UPF), keamanan pangan, integrasi dengan layanan 
kesehatan primer dan imunisasi, serta sistem monitoring dan evaluasi yang lebih menekankan 
distribusi daripada health outcomes (Lane dkk, 2024; Cupertino dkk, 2022; Salam dkk, 2019). 
Belum jelas pula kerangka perubahan yang menghubungkan intervensi MBG dengan perbaikan 
status gizi dan kesehatan secara terukur dan berkelanjutan (Ruel & Alderman, 2013; Wang dkk, 
2021). 

Atas dasar tersebut, tulisan ini mengajukan pertanyaan pokok: apakah MBG, sebagaimana 
dirancang dan dijalankan saat ini, mampu secara struktural menjawab persoalan stunting dan 
memperkuat ketahanan kesehatan nasional, atau berjalan dengan logika yang berbeda dari 
kebutuhan pencegahan stunting? Pertanyaan ini penting karena stunting terutama berakar pada 
periode 1000 HPK (Victora dkk, 2010; Benjamin-Chung dkk, 2023), sementara MBG memiliki 
cakupan intervensi yang luas dan menyerap sumber daya negara dalam skala besar (Al Farisi & 
Akbar, 2026). Bagian Temuan dan Analisis selanjutnya menguraikan enam argumen untuk 
menjawab pertanyaan tersebut dan menjadi dasar bagi rekomendasi kebijakan. 

TEMUAN DAN ANALISIS 

Temuan 1. Ketidaktepatan Sasaran Intervensi 

Meskipun MBG secara formal mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, skala program 
tetap sangat besar pada kelompok peserta didik. Pada 2026, MBG ditargetkan menjangkau 82,9 
juta penerima manfaat yang mencakup peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (Al 
Farisi & Akbar, 2026; BGN, 2026a). BGN juga menegaskan dua titik kritis program, yaitu 1.000 
Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan usia 8–18 tahun (BGN, 2026f). Persoalannya bukan semata 
apakah kelompok 1000 HPK tercakup, melainkan apakah kelompok tersebut memperoleh 
intensitas, jenis intervensi, dan integrasi layanan yang sesuai dengan kebutuhan biologis dan 
sosialnya (Bhutta dkk, 2013; Ruel & Alderman, 2013; Salam dkk, 2019). 

Hal ini penting karena stunting terutama terbentuk sebelum anak mencapai usia sekolah (Victora 
dkk, 2010; Benjamin-Chung dkk, 2023). Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 
menunjukkan prevalensi stunting meningkat pada kelompok usia 12–36 bulan, sementara pada 
kelompok ekonomi termiskin mencapai 29,8 persen (Kemenko PMK, 2025). Ketika anak 
memasuki sekolah dasar, sebagian besar periode paling kritis untuk mencegah gangguan 
pertumbuhan telah terlewati (Prendergast & Humphrey, 2014; Prentice dkk, 2013). Intervensi 
pada usia sekolah tetap penting bagi pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi tidak dapat 
menggantikan intervensi sejak kehamilan dan awal kehidupan (Wang dkk, 2021; Bhutta dkk, 
2013). 

Tantangan tersebut telah terlihat sejak awal kehidupan. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 
mencatat ASI eksklusif pada bayi usia 0–5 bulan sebesar 68,6 persen, tetapi yang mencapai enam 
bulan hanya 55,5 persen (BKPK Kemenkes RI, 2024). Cakupan di beberapa provinsi bahkan 
jauh lebih rendah, yakni 33,4 persen di Papua Selatan, 35,9 persen di Papua Barat, dan 37,6 
persen di Gorontalo (BKPK Kemenkes RI, 2024). Karena itu, intervensi gizi tidak cukup dimulai 
ketika anak memasuki usia sekolah, tetapi perlu mencakup kehamilan, kelahiran, pemberian ASI, 
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dan masa pemberian makanan pendamping ASI (Victora dkk, 2016; Bhutta dkk, 2013; World 
Health Organization, 2013). 

Pembuatan kebijakan perlu dibedakan menurut fase kehidupan dan kebutuhan intervensinya. 
Pada periode 1000 HPK, prioritas perlu diarahkan kepada ibu hamil dan menyusui, bayi, serta 
anak usia bawah tiga tahun melalui layanan yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan primer 
(Salam dkk, 2019; World Health Organization, 2013). Untuk bayi 0–6 bulan, misalnya, BGN 
menegaskan bahwa MBG tidak menyediakan formula bayi dan tetap mengacu pada perlindungan 
ASI eksklusif (BGN, 2026g). Ini menunjukkan bahwa intervensi pada kelompok tersebut tidak 
dapat diperlakukan sekadar sebagai pemberian makanan, tetapi harus ditempatkan dalam 
kerangka pelayanan gizi dan kesehatan ibu-anak (Victora dkk, 2016; Ruel & Alderman, 2013). 

Pada anak usia sekolah, sementara itu, prioritas dapat diberikan kepada anak dari keluarga 
miskin dan wilayah 3T (Ruel & Alderman, 2013; Locke dkk, 2025). BGN sendiri menyatakan 
bahwa penetapan wilayah prioritas mempertimbangkan kerawanan pangan, kemiskinan, dan 
prevalensi masalah gizi (BGN, 2026d). Penajaman sasaran berdasarkan fase kehidupan, kondisi 
sosial-ekonomi, dan wilayah akan membuat intervensi lebih sesuai dengan pola risiko stunting 
dan ketimpangan gizi (Wang dkk, 2021; Victora dkk, 2021). 

Penajaman sasaran juga membuka ruang untuk meninjau kembali alokasi fiskal MBG dan 
distribusinya di antara kebutuhan pembangunan manusia. Dengan menempatkan 1000 HPK 
sebagai prioritas utama pencegahan stunting, sementara intervensi anak sekolah difokuskan pada 
kelompok miskin dan wilayah dengan kerentanan tinggi, sumber daya dapat dialokasikan lebih 
tepat sekaligus memberi ruang fiskal bagi penguatan kesehatan dan pendidikan (Bhutta dkk, 
2013). MBG dengan demikian sebaiknya tidak diposisikan sebagai satu-satunya instrumen 
pembangunan SDM, melainkan sebagai bagian dari strategi yang lebih luas dan terintegrasi 
antara gizi, kesehatan, dan pendidikan (Ruel & Alderman, 2013; Hawkes dkk, 2020; Irizarry 
dkk, 2025). 

Temuan 2. Orientasi Program Berbasis Distribusi 

Permasalahan utama MBG bukan hanya terletak pada implementasi, tetapi juga pada orientasi 
dasarnya. Keberhasilan program sejauh ini terutama ditunjukkan melalui perluasan cakupan 
layanan, distribusi makanan, pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta 
penciptaan lapangan kerja dan penguatan rantai pasok kekayaan alam (BGN, 2025e; Hanasi dkk, 
2025). Pada awal 2025, MBG baru dijalankan melalui 190 SPPG dengan sekitar 570 ribu 
penerima manfaat (Kementerian Keuangan, 2025; BGN, 2026b). Pada awal 2026, jumlah 
tersebut meningkat menjadi 19.188 SPPG yang siap melayani sekitar 55,1 juta penerima manfaat 
(BGN, 2026b), dan pada 20 Januari 2026 mencapai 21.102 SPPG dengan sekitar 59,86 juta 
penerima manfaat termasuk tenaga pendidik (BGN, 2026a). Ekspansi ini juga diposisikan 
sebagai instrumen ekonomi: pada Juli 2025, BGN menyebut satu SPPG dapat menyerap sekitar 
50 tenaga kerja langsung dan melibatkan sedikitnya 15 pemasok bahan pangan; saat itu sekitar 
2.391 SPPG disebut telah menyerap sekitar 94.000 tenaga kerja (BGN, 2025e). 

Besarnya capaian distribusi menunjukkan kapasitas MBG membangun infrastruktur penyediaan 
makanan dalam waktu relatif singkat. Namun, jumlah penerima, porsi makanan, dan SPPG 
merupakan indikator input dan output, bukan bukti perubahan kesehatan (Ruel & Alderman, 
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2013; Wang dkk, 2021). Petunjuk teknis BGN sendiri membedakan indikator program menjadi 
input, output, dan outcome: input mencakup jumlah makanan bergizi dan sesi edukasi; output 
mencakup distribusi makanan dan peserta edukasi; sedangkan outcome mencakup perubahan 
status gizi penerima manfaat dan peningkatan kesadaran gizi (BGN, 2025c). Karena itu, 
peningkatan jumlah penerima dan makanan yang didistribusikan tidak dapat dengan sendirinya 
menunjukkan keberhasilan MBG dalam menurunkan stunting, anemia, penyakit infeksi, atau 
meningkatkan perkembangan anak (Bhutta dkk, 2013; Locke dkk, 2025). 

Kesenjangan antara ekspansi dan pembuktian dampak penting karena pembangunan gizi tidak 
berhenti pada penyediaan makanan (Ruel & Alderman, 2013). Menurut WHO, intervensi pangan 
di sekolah perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, mencakup lingkungan pangan 
sekolah, pendidikan gizi, kapasitas komunitas sekolah, serta layanan kesehatan dan gizi (World 
Health Organization, 2021). Tinjauan WHO terhadap 117 review menunjukkan bahwa intervensi 
berbasis sekolah perlu dinilai tidak hanya dari penyediaan makanan, tetapi juga keterkaitannya 
dengan berbagai komponen promosi kesehatan dan gizi (World Health Organization, 2021). 

Dalam konteks Indonesia, pergeseran ukuran keberhasilan dari distribusi menuju outcome 
semakin penting karena persoalan gizi bersifat multidimensional (Black dkk, 2013; Hawkes dkk, 
2020). Penurunan stunting, misalnya, tidak hanya bergantung pada asupan makanan, tetapi juga 
kesehatan ibu, praktik menyusui dan pemberian makanan pendamping, imunisasi, penyakit 
infeksi, sanitasi, akses pelayanan kesehatan, serta kondisi sosial-ekonomi rumah tangga 
(Benjamin-Chung dkk, 2023; Victora dkk, 2016; Bhutta dkk, 2013). Hal yang sama berlaku 
untuk anemia, kualitas diet, penyakit infeksi, dan perkembangan kognitif (Hawkes dkk, 2020). 
Penyediaan makanan dalam jumlah besar tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kualitas 
diet membaik, anemia dan infeksi menurun, atau perkembangan kognitif meningkat (Wang dkk, 
2021; Locke dkk, 2025). 

Pembuktian dampak karena itu memerlukan sistem monitoring and evaluation yang 
menghubungkan penerima manfaat dengan data kesehatan dan gizi secara longitudinal, sehingga 
perubahan status gizi dan kesehatan dapat diukur dari waktu ke waktu dan, sejauh mungkin, 
dibedakan dari perubahan akibat faktor lain (Salam dkk, 2019; Ruel & Alderman, 2013). 
Kebutuhan ini semakin mendesak karena skala MBG berkembang sangat cepat: dari 570 ribu 
penerima manfaat pada awal 2025 menjadi hampir 60 juta pada Januari 2026 (Kementerian 
Keuangan, 2025; BGN, 2026a). Ekspansi tersebut berlangsung jauh lebih cepat daripada 
tersedianya bukti mengenai dampak jangka panjang program. Pada Mei 2026, BGN juga 
melaporkan bahwa 4.581 SPPG telah dihentikan sementara sejak awal 2025 untuk peningkatan 
kualitas dan penyesuaian standar (3.429 di antaranya telah kembali beroperasi), yang 
menunjukkan bahwa perluasan skala turut menghadirkan tantangan dalam menjaga konsistensi 
mutu pelaksanaan (BGN, 2026j). 

Dengan demikian, persoalan mendasar MBG bukan sekadar apakah negara mampu 
mendistribusikan makanan dalam skala besar, melainkan apakah distribusi tersebut 
menghasilkan perubahan kesehatan dan gizi yang menjadi tujuan pembangunan sumber daya 
manusia (Dirawan & Sukriadi, 2026). Orientasi program perlu bergeser dari berapa banyak 
makanan yang dibagikan dan berapa banyak penerima yang dilayani menuju perubahan pada 
status gizi, kesehatan, dan perkembangan penerima manfaat (Ruel & Alderman, 2013; World 
Health Organization, 2021). Indikator keberhasilan perlu mencakup penurunan stunting dan 
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anemia, perbaikan kualitas dan keragaman diet, penurunan penyakit infeksi, serta perbaikan 
indikator perkembangan anak, disertai sistem pemantauan yang mampu mengukur perubahan 
tersebut secara berkala dan berkelanjutan (Bhutta dkk, 2013; Victora dkk, 2021; Irizarry dkk, 
2025). 

Temuan 3. Kualitas Gizi dan Ultra-Processed Food 

Kualitas makanan dalam MBG tidak hanya ditentukan oleh kecukupan kalori dan zat gizi makro, 
tetapi juga oleh jenis dan tingkat pengolahan pangan (Monteiro dkk, 2019). Persoalan ini muncul 
ketika produk ultra-processed food (UPF) ditemukan dalam menu MBG. Pada Maret 2025, 
Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) mencatat produk seperti sereal 
instan, biskuit kering, dan susu kemasan berperisa dalam menu MBG di sejumlah sekolah 
(CISDI, 2025). CISDI menilai penggunaan pangan ultra-proses yang tinggi gula, garam, dan 
lemak berpotensi kontraproduktif terhadap tujuan peningkatan status gizi anak (CISDI, 2025). 

Pemerintah kemudian merespons persoalan tersebut. Pada September 2025, BGN 
mengumumkan larangan makanan kemasan pabrik atau UPF dalam MBG dan menekankan 
penggunaan produk lokal (BGN, 2025b). Namun, beberapa hari kemudian BGN menjelaskan 
bahwa larangan tidak berlaku untuk seluruh UPF; produk tertentu yang dinilai berkualitas dan 
tidak mengandung gula berlebihan, seperti susu UHT plain, masih dapat digunakan (Nugraheny, 
2025). Pada Februari 2026, BGN kembali menegaskan bahwa selama Ramadan tidak boleh 
terdapat produk UPF dalam menu MBG (BGN, 2026c). Perubahan kebijakan ini menunjukkan 
bahwa komposisi dan penggunaan UPF masih menjadi persoalan dalam desain dan pelaksanaan 
menu MBG (Aprillia & Azzahra, 2025). 

Kekhawatiran tersebut memiliki dasar dalam literatur ilmiah. Juul dkk. (2025), melalui tinjauan 
bukti epidemiologis, ekologis, dan mekanistik, menyimpulkan bahwa pola makan tinggi UPF 
mendorong konsumsi berlebihan dan meningkatkan risiko overweight dan obesitas. Tinjauan 
sistematis yang digunakan dalam proses Dietary Guidelines Amerika Serikat juga menemukan 
bahwa pada anak dan remaja, proporsi UPF yang lebih tinggi berkaitan dengan adipositas dan 
risiko overweight yang lebih besar, meskipun kepastian buktinya masih terbatas (Dietary 
Guidelines Advisory Committee, 2024). Dengan demikian, UPF perlu dipandang sebagai faktor 
risiko berbasis bukti, bukan sebagai klaim bahwa setiap produk UPF secara individual pasti 
menyebabkan obesitas (Lane dkk, 2024; Aramburu dkk, 2024). 

Persoalan ini relevan bagi Indonesia yang menghadapi beban ganda malnutrisi, termasuk 
kekurangan gizi sekaligus kelebihan berat badan dan obesitas (Black dkk, 2013; Hawkes dkk, 
2020). Program pangan nasional yang diberikan secara rutin kepada anak karena itu tidak cukup 
memastikan kecukupan energi dan protein, tetapi juga perlu menjamin kualitas dan keragaman 
pangan serta membatasi gula, garam, dan lemak (World Health Organization, 2021). Penggunaan 
UPF secara berulang berpotensi menggeser tujuan MBG dari perbaikan kualitas pola makan 
menjadi sekadar pemenuhan kalori (Juul dkk, 2025; Ruel & Alderman, 2013). 

Evaluasi menu karenanya perlu mencakup lebih dari kandungan zat gizi per porsi, termasuk 
tingkat pengolahan pangan, keragaman bahan, kandungan gula tambahan, garam, dan lemak, 
serta proporsi pangan segar dan minim proses (Monteiro dkk, 2019; World Health Organization, 
2021). Pendekatan ini juga sejalan dengan potensi pangan berbasis komunitas. BGN menyatakan 
bahwa menu MBG seharusnya disesuaikan dengan potensi pangan daerah, seperti ikan di 
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Maluku, sagu di Papua, jagung di Nusa Tenggara Timur, serta berbagai pangan berbasis 
komunitas lainnya (BGN, 2025d). Penguatan pangan segar dan minim proses sekaligus dapat 
mendukung keterlibatan petani, nelayan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 
dalam rantai pasok MBG (Ruel & Alderman, 2013; Hanasi dkk, 2025). 

Dengan demikian, persoalan UPF bukan sekadar pilihan menu, tetapi menyangkut definisi 
"bergizi" dalam program pangan nasional (Monteiro dkk, 2019). Keberhasilan MBG perlu diukur 
bukan hanya dari pemenuhan kalori dan zat gizi tertentu, tetapi juga dari kemampuannya 
membentuk pola makan sehat dalam jangka panjang (Hawkes dkk, 2020; Locke dkk, 2025). 
Standar menu perlu menjadikan pangan segar dan minim proses sebagai dasar, membatasi UPF 
serta gula, garam, dan lemak berlebihan, dan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi tidak 
mengorbankan kualitas pola makan anak (World Health Organization, 2021; Bhutta dkk, 2013) 

Temuan 4. Risiko Keamanan Pangan 

Dari sisi keamanan pangan, persoalan MBG tidak dapat lagi dipandang sebagai rangkaian 
insiden individual (Aprillia & Azzahra, 2025). Berdasarkan pemantauan Jaringan Pemantau 
Pendidikan Indonesia (JPPI), sejak awal pelaksanaan MBG pada Januari 2025 hingga April 
2026, sedikitnya 33.626 pelajar di 31 provinsi dilaporkan mengalami keracunan yang diduga 
berkaitan dengan makanan MBG: 28.103 korban sepanjang 2025 dan 5.523 korban pada 
Januari–7 April 2026 (JPPI, dalam Lopes, 2026). Data JPPI yang dikutip Universitas Gadjah 
Mada juga menunjukkan bahwa kejadian keracunan terjadi hampir setiap bulan sepanjang 2025 
(Universitas Gadjah Mada, 2026). 

Persoalan ini perlu dibaca dalam konteks ekspansi MBG yang sangat cepat. Dari sekitar 190 
SPPG dan 570 ribu penerima manfaat pada awal 2025, jumlah SPPG meningkat menjadi 19.188 
dengan sekitar 55,1 juta penerima manfaat pada awal 2026 (BGN, 2026b), dan mencapai sekitar 
25.925 unit pada April 2026 (BGN, 2026h). Namun, per 15 April 2026, data Kementerian 
Kesehatan menunjukkan baru 13.576 SPPG atau 52,37 persen yang memiliki Sertifikat Laik 
Higiene Sanitasi (SLHS) (BGN, 2026h). Hampir separuh SPPG yang telah beroperasi karenanya 
belum memiliki sertifikasi tersebut. 

Kesenjangan ini juga terlihat di tingkat wilayah. Pada Maret 2026, dari 4.219 SPPG di Wilayah 
III, hanya 2.138 yang telah memiliki SLHS, sementara 1.364 masih dalam proses dan 717 belum 
mendaftarkan sertifikasi (BGN, 2026k). BGN menyatakan 717 SPPG tersebut akan disuspend 
(BGN, 2026k), sementara di Sumatera 492 SPPG juga disuspend karena belum mendaftarkan 
SLHS (BGN, 2026i). Secara nasional, BGN mencatat bahwa sejak awal program hingga Mei 
2026 sebanyak 4.581 SPPG pernah dihentikan sementara untuk peningkatan kualitas dan 
penyesuaian standar, dengan 1.152 masih berstatus suspend per 25 Mei 2026 (BGN, 2026j). Data 
ini menunjukkan bahwa keamanan dan kelayakan operasional merupakan tantangan sistemik 
dalam ekspansi MBG, bukan masalah pada beberapa dapur tertentu. 

Kondisi tersebut penting karena BGN sendiri telah menetapkan keamanan pangan berbasis risiko 
melalui SLHS dan penerapan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) untuk 
mengidentifikasi dan mengendalikan risiko kontaminasi pada setiap tahapan pengelolaan 
makanan (BGN, 2025c; Codex Alimentarius Commission, 2020). BGN juga menegaskan pada 
Januari 2026 bahwa SPPG baru wajib memperoleh SLHS paling lambat satu bulan setelah 
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beroperasi (BGN, 2026e). Dengan demikian, persoalannya bukan ketiadaan standar, melainkan 
kesenjangan antara standar yang ditetapkan dan kapasitas implementasinya di tengah ekspansi 
yang sangat cepat (Salam dkk, 2019). 

Kesenjangan tersebut juga berkaitan dengan kapasitas produksi masing-masing SPPG. Guru 
Besar Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Universitas Gadjah Mada, Sri Raharjo, menilai 
target produksi sekitar 3.000 porsi per SPPG dapat melampaui kapasitas dapur apabila tidak 
didukung fasilitas, sumber daya manusia, dan sistem pengendalian keamanan pangan yang 
memadai (Universitas Gadjah Mada, 2026). Frekuensi kejadian keracunan yang muncul hampir 
setiap bulan sepanjang 2025 semakin menunjukkan perlunya melihat kapasitas tersebut sebagai 
persoalan sistem, bukan sekadar kesalahan individual (Universitas Gadjah Mada, 2026). 

Dalam program yang menyediakan makanan secara rutin kepada puluhan juta penerima, 
keamanan pangan merupakan bagian fundamental dari tata kelola kesehatan masyarakat (World 
Health Organization, 2015). Makanan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gizi justru 
dapat menjadi sumber risiko apabila pengadaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, 
pengemasan, distribusi, dan pengawasan tidak memenuhi standar (Codex Alimentarius 
Commission, 2020; World Health Organization, 2015). 

Karena itu, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang diproduksi dan 
didistribusikan, tetapi juga dari kemampuan memastikan bahwa setiap makanan aman, 
memenuhi standar yang konsisten, dapat ditelusuri, dan berada dalam sistem pengendalian risiko 
yang dapat diaudit (Codex Alimentarius Commission, 2020; Ruel & Alderman, 2013). 
Penguatan HACCP, percepatan pemenuhan SLHS, pengawasan rantai pasok, pelaporan insiden 
yang transparan, serta penghentian sementara SPPG yang tidak memenuhi standar perlu menjadi 
bagian integral dari tata kelola MBG (Salam dkk, 2019; Codex Alimentarius Commission, 
2020). Tanpa penguatan tersebut, keamanan pangan dapat menjadi titik lemah yang secara 
langsung menggerus tujuan program untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan masyarakat 
(World Health Organization, 2021; Bhutta dkk, 2013). 

Temuan 5. Lemahnya Integrasi dengan Sistem Kesehatan 

Dari perspektif tata kelola, implementasi MBG masih menunjukkan fragmentasi lintas sektor, 
dengan integrasi yang terbatas antara sektor kesehatan, pendidikan, dan pangan (Ruel & 
Alderman, 2013). Padahal, persoalan gizi anak berlangsung dalam sistem kesehatan yang 
menghadapi berbagai persoalan lain yang saling berkaitan (Salam dkk, 2019). Survei Kesehatan 
Indonesia 2023 menunjukkan bahwa hanya 35,8 persen anak usia 12–23 bulan yang memperoleh 
imunisasi dasar lengkap sesuai petunjuk teknis terbaru (BKPK Kemenkes RI, 2024). Capaian 
tersebut bahkan hanya 3,9 persen di Aceh, 4 persen di Papua Pegunungan, dan 10,3 persen di 
Papua Tengah (BKPK Kemenkes RI, 2024). Meskipun cakupan imunisasi dasar lengkap 
meningkat menjadi 80,2 persen pada 2025, masih terdapat hampir 929.000 anak yang belum 
pernah menerima satu pun imunisasi dasar (zero-dose) (BKPK Kemenkes RI, 2026), yang 
menunjukkan bahwa ketimpangan akses terhadap pelayanan kesehatan primer masih besar 
(World Health Organization, 2026). 

Persoalan yang sama terlihat pada pengendalian penyakit infeksi. Indonesia masih menghadapi 
beban Tuberkulosis (TB) yang sangat tinggi, dengan sekitar 1,09 juta kasus dan 125 ribu 
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kematian per tahun berdasarkan estimasi Global TB Report 2024 (Kementerian Kesehatan RI, 
2025a). Pada 2024, sekitar 889 ribu kasus TB telah dinotifikasi (Kementerian Kesehatan RI, 
2025a), termasuk sekitar 135 ribu kasus pada anak usia 0–14 tahun (Kementerian Kesehatan RI, 
2025b). Kementerian Kesehatan juga mencatat bahwa under-reporting TB pada anak di bawah 
15 tahun masih mencapai 23,5 persen, yang menunjukkan bahwa beban TB anak belum 
sepenuhnya terdeteksi dan tercatat dalam sistem kesehatan (Tobing dkk, 2026; BKPK Kemenkes 
RI, 2025b). 

Data tersebut menunjukkan bahwa intervensi gizi tidak dapat dipisahkan dari pelayanan 
kesehatan primer (Salam dkk, 2019; Bhutta dkk, 2013). Hubungan antara infeksi dan malnutrisi 
juga bersifat dua arah: infeksi berulang dapat meningkatkan risiko malnutrisi, sementara 
malnutrisi meningkatkan kerentanan terhadap penyakit infeksi (Morales dkk, 2024; Ockenga 
dkk, 2023; Ozer & Gündoğan, 2024; Franco dkk, 2024). Karena itu, MBG perlu terintegrasi 
dengan imunisasi, skrining anemia, pemantauan pertumbuhan, pelayanan kesehatan ibu dan 
anak, surveilans penyakit infeksi, deteksi TB anak, serta layanan promotif dan preventif di 
fasilitas kesehatan primer (World Health Organization, 2021; Irizarry dkk, 2025). Integrasi 
tersebut memungkinkan anak yang menerima makanan tetapi memiliki masalah kesehatan lain 
untuk tetap teridentifikasi dan memperoleh intervensi yang sesuai (Salam dkk, 2019). 

Kebutuhan integrasi tersebut menjadi semakin penting karena MBG sendiri menjangkau 
kelompok usia yang sebagian besar sudah berada dalam sistem pendidikan, sementara sebagian 
persoalan kesehatan yang paling mendasar justru muncul pada periode sebelum usia sekolah 
(Victora dkk, 2010; Benjamin-Chung dkk, 2023). Tanpa hubungan yang sistematis antara data 
penerima MBG dan sistem informasi kesehatan, program akan sulit mengidentifikasi apakah 
anak yang menerima makanan mengalami anemia, gangguan pertumbuhan, belum memperoleh 
imunisasi lengkap, atau memiliki risiko penyakit infeksi (Salam dkk, 2019; Victora dkk, 2021). 
Akibatnya, MBG berisiko berjalan sebagai program pemberian makanan yang berdiri sendiri, 
bukan sebagai bagian dari sistem intervensi gizi dan kesehatan anak yang terpadu (Ruel & 
Alderman, 2013; Irizarry dkk, 2025). 

Dengan demikian, integrasi MBG dengan sistem kesehatan primer bukan sekadar persoalan 
koordinasi administratif, tetapi merupakan prasyarat agar makanan yang diberikan dapat 
menghasilkan health outcome (Salam dkk, 2019; World Health Organization, 2021). Pemberian 
makanan perlu disertai identifikasi masalah kesehatan, rujukan, pemantauan pertumbuhan, 
imunisasi, pencegahan penyakit infeksi, dan intervensi kesehatan lainnya (Bhutta dkk, 2013; 
Irizarry dkk, 2025). Tanpa integrasi tersebut, keberhasilan MBG akan lebih mudah diukur dari 
jumlah makanan yang didistribusikan daripada perubahan status kesehatan anak (Ruel & 
Alderman, 2013; Wang dkk, 2021). 

Temuan 6. Deviasi Tujuan Program dari Pemaknaan Kritis Peningkatan SDM 

Dampak ekonomi MBG belum dapat secara meyakinkan dikategorikan sebagai dampak positif 
bersih (Ruel & Alderman, 2013). Penelitian Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI di 
Jakarta Timur, Depok, dan Tangerang Selatan menunjukkan perubahan pada pendapatan dan 
pengeluaran keluarga serta keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program (Nugroho dkk, 
2026). Namun, temuan tersebut lebih menunjukkan aktivitas ekonomi di sekitar MBG daripada 
peningkatan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan (Ruel & Alderman, 2013). Penelitian 
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yang sama juga mengidentifikasi persoalan pengelolaan sisa makanan yang menimbulkan biaya 
dan inefisiensi (Nugroho dkk, 2026). 

Manfaat ekonomi MBG karena itu tidak dapat dinilai hanya dari jumlah tenaga kerja, SPPG, 
UMKM, atau pemasok yang terlibat, tetapi perlu dibandingkan dengan biaya fiskal, efisiensi 
anggaran, ketepatan sasaran, dan manfaat yang diterima kelompok yang paling membutuhkan 
(Verguet dkk, 2020; Bhutta dkk, 2013). Riset Labsosio FISIP UI di 30 sekolah dengan 1.267 
responden di lima daerah menunjukkan bahwa akurasi sasaran, desain program, dan tata kelola 
masih menjadi persoalan (Labsosio FISIP UI, 2026). Studi tersebut juga menunjukkan bahwa 
MBG cenderung lebih sesuai bagi siswa dari kelompok sosial ekonomi menengah ke bawah. 
Kajian CELIOS memperkirakan inclusion error sebesar 34,2 persen (CELIOS, 2025), meskipun 
angka ini merupakan estimasi kajian, bukan data administratif pemerintah. 

Efisiensi program juga dipengaruhi oleh makanan yang tidak dikonsumsi. Penelitian antropologi 
FISIP UI di lima sekolah dasar di Jakarta menemukan mayoritas siswa yang diamati tidak 
menghabiskan makanan MBG, sehingga menimbulkan risiko food waste (FISIP UI, 2026). 
CELIOS memperkirakan bahwa jika MBG mencapai 82,9 juta penerima, makanan terbuang 
dapat mencapai 86–175 juta porsi per minggu, dengan potensi nilai pemborosan Rp861 
miliar–Rp1,75 triliun per minggu (CELIOS, 2026). Angka tersebut merupakan skenario estimasi, 
bukan kerugian negara yang terverifikasi. 

Dengan demikian, pembentukan SPPG, penyerapan tenaga kerja, dan keterlibatan UMKM lebih 
tepat dipandang sebagai efek ekonomi pelaksanaan MBG, bukan bukti dampak ekonomi positif 
secara keseluruhan (Ruel & Alderman, 2013). Pembuktian dampak positif memerlukan 
perbandingan antara manfaat ekonomi dan biaya fiskal, biaya peluang, inclusion error, serta 
inefisiensi dan pemborosan program (Bhutta dkk, 2013; Verguet dkk, 2020). Pada akhirnya, 
manfaat ekonomi tersebut merupakan efek tambahan; keberhasilan MBG sebagai kebijakan 
pembangunan SDM tetap harus dibuktikan melalui perbaikan status gizi, kesehatan, 
perkembangan anak, kualitas diet, dan capaian pendidikan (Wang dkk, 2021; Locke dkk, 2025; 
Victora dkk, 2021). 

VISI 

Indonesia yang dicita-citakan adalah negara yang memiliki sistem kesehatan yang berkeadilan 
yang berbasis promosi dan pencegahan, yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan data terkini 
dengan menjadikan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama melalui 
kebijakan gizi, kesehatan, dan perlindungan sosial yang terintegrasi. 

REKOMENDASI KEBIJAKAN 

Temuan-temuan di atas menunjukkan bahwa persoalan MBG bukan semata-mata terletak pada 
kelemahan implementasi, tetapi pada ketidaksesuaian antara desain program, sasaran intervensi, 
kebutuhan pembangunan kesehatan dan gizi, serta besarnya sumber daya publik yang digunakan. 
Program yang berorientasi pada distribusi makanan dalam skala besar tidak dengan sendirinya 
menghasilkan perbaikan stunting, status kesehatan, kualitas diet, maupun kualitas sumber daya 
manusia. Pada saat yang sama, pelaksanaan MBG masih menghadapi persoalan ketepatan 
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sasaran, keamanan pangan, integrasi dengan layanan kesehatan, kualitas menu, serta efisiensi 
penggunaan anggaran. 

Karena itu, MBG dalam bentuk dan skala yang berjalan saat ini perlu dibatalkan. 
Pembatalan tersebut tidak berarti menghentikan upaya pemenuhan gizi anak atau dukungan 
terhadap masyarakat miskin dan rentan, tetapi mengakhiri desain program yang terlalu luas dan 
menggantikannya dengan intervensi yang lebih tepat sasaran, berbasis bukti, terintegrasi dengan 
sistem kesehatan dan pendidikan, serta memiliki outcome yang dapat diukur. Sumber daya fiskal 
yang selama ini dialokasikan untuk MBG perlu direalokasikan kepada intervensi yang memiliki 
dampak lebih langsung terhadap pembangunan sumber daya manusia, terutama pencegahan 
stunting pada 1000 HPK, penguatan layanan kesehatan primer, imunisasi, pendidikan, dan 
perlindungan sosial. 

Rekomendasi 1. Membatalkan MBG dan Mengalihkan Sumber Daya ke Intervensi 
Pembangunan SDM yang Lebih Tepat Sasaran 

Pemerintah perlu membatalkan pelaksanaan MBG dalam desain nasional yang berjalan saat ini 
dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran, sasaran penerima, 
mekanisme pelaksanaan, serta dampaknya terhadap kesehatan dan pembangunan sumber daya 
manusia. Anggaran yang tersedia perlu dialihkan kepada intervensi yang memiliki dasar bukti 
dan sasaran yang lebih jelas, terutama pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan, layanan 
kesehatan primer, imunisasi, pencegahan dan penanganan stunting, pendidikan, serta 
perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan. 

Pembatalan MBG juga perlu diikuti dengan penghentian pembangunan dan perluasan 
infrastruktur yang hanya diperlukan untuk mempertahankan desain program tersebut. Fungsi 
pemenuhan gizi tetap perlu dijalankan, tetapi melalui mekanisme yang terintegrasi dengan sistem 
kesehatan, pendidikan, pangan berbasis komunitas, dan perlindungan sosial yang telah tersedia. 

Rekomendasi 2. Memusatkan Intervensi pada 1000 HPK dan Kelompok dengan 
Risiko Tertinggi 

Intervensi gizi perlu direorientasikan kepada kelompok yang memiliki kebutuhan biologis dan 
sosial terbesar, terutama ibu hamil dan menyusui, bayi, balita, dan anak pada periode 1000 HPK. 
Penajaman sasaran juga perlu mencakup anak dengan stunting, keluarga miskin dan rentan, 
wilayah dengan beban penyakit infeksi tinggi, serta daerah dengan cakupan imunisasi rendah. 

Untuk kelompok usia sekolah, dukungan pangan tetap dapat diberikan secara lebih selektif 
kepada anak dari keluarga miskin dan rentan serta anak di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan 
terluar). Dengan pendekatan tersebut, sumber daya publik tidak lagi didistribusikan secara 
seragam, tetapi diarahkan kepada kelompok yang memiliki kebutuhan dan potensi manfaat 
intervensi terbesar. 

Rekomendasi 3. Mengintegrasikan Intervensi Gizi dengan Sistem Kesehatan Primer 

Intervensi gizi harus ditempatkan sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan primer, bukan 
sebagai program yang berdiri sendiri. Layanan perlu mengintegrasikan skrining status gizi dan 
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anemia, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, imunisasi, pelayanan kesehatan ibu 
dan anak, tatalaksana balita sakit, edukasi gizi keluarga, serta active case finding Tuberkulosis 
pada wilayah prioritas. 

Di daerah dengan prevalensi stunting tinggi, pemantauan gizi, pertumbuhan, dan imunisasi perlu 
ditempatkan dalam satu paket layanan primer sehingga anak yang mengalami masalah gizi atau 
kesehatan dapat segera diidentifikasi dan memperoleh intervensi yang sesuai. Kapasitas tenaga 
kesehatan, termasuk dokter umum, dalam bidang gizi klinis dan kesehatan masyarakat juga perlu 
diperkuat. 

Rekomendasi 4. Menempatkan Imunisasi dan Pencegahan Penyakit sebagai 
Prioritas Ketahanan Kesehatan 

Penguatan imunisasi perlu menjadi bagian utama dari strategi pembangunan sumber daya 
manusia dan ketahanan kesehatan nasional. Rendahnya cakupan imunisasi dan masih tingginya 
jumlah zero-dose children menunjukkan perlunya memperkuat pelayanan imunisasi rutin, 
penjangkauan anak yang belum mendapatkan imunisasi, serta surveilans terhadap Penyakit yang 
Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I). 

Pada wilayah dengan cakupan imunisasi rendah, dropout imunisasi tinggi, atau riwayat kejadian 
luar biasa (KLB), surveilans penyakit menular perlu diperkuat secara lebih intensif. Pencegahan 
penyakit melalui imunisasi dan layanan primer juga perlu dipandang sebagai investasi 
pembangunan manusia karena mengurangi beban penyakit, komplikasi, dan pembiayaan 
kesehatan. 

Rekomendasi 5. Meningkatkan Kualitas Gizi dan Keamanan Pangan melalui Sistem 
Pangan Berbasis Komunitas 

Pemenuhan gizi perlu diarahkan pada pangan yang segar dan minim proses dengan membatasi 
penggunaan ultra-processed food (UPF), gula, garam, dan lemak berlebihan. Penggunaan 
pangan berbasis komunitas yang bergizi perlu diperkuat sesuai dengan karakteristik wilayah 
sekaligus mendukung petani, nelayan, produsen pangan berbasis komunitas, dan ekonomi 
daerah. 

Setiap program penyediaan makanan yang menggunakan anggaran publik harus memenuhi 
standar keamanan pangan berbasis risiko. Penerapan HACCP, pemenuhan standar higiene dan 
sanitasi, pengawasan rantai pasok, serta sistem pelaporan dan penanganan kejadian keracunan 
perlu menjadi persyaratan dasar. Pemenuhan pangan tidak boleh menciptakan risiko kesehatan 
baru bagi penerima manfaat. 

Rekomendasi 6. Membangun Sistem Data dan Evaluasi Berbasis Outcome 

Kebijakan gizi dan kesehatan perlu didasarkan pada data yang terintegrasi dan dapat digunakan 
untuk mengukur perubahan secara berkala. Pemerintah perlu mengembangkan dashboard 
kabupaten/kota yang mengintegrasikan data status gizi, pertumbuhan anak, imunisasi, anemia, 
pendidikan, PD3I/KLB, TB anak, serta kondisi sosial-ekonomi kelompok rentan. 
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Keberhasilan pembangunan gizi tidak cukup diukur melalui jumlah makanan yang diberikan, 
jumlah penerima, atau jumlah tenaga kerja yang terserap. Indikator keberhasilan harus mencakup 
perubahan status gizi, stunting, anemia, kualitas dan keragaman diet, cakupan imunisasi, 
penyakit infeksi, perkembangan anak, serta indikator pendidikan. Dengan demikian, kebijakan 
dapat dievaluasi berdasarkan perubahan yang dihasilkan, bukan hanya berdasarkan besarnya 
kegiatan yang dilaksanakan. 

Rekomendasi 7. Memperkuat Transparansi, Riset Independen, dan Akuntabilitas 
Publik 

Setiap kebijakan pembangunan manusia dengan penggunaan anggaran publik dalam skala besar 
harus dapat diuji melalui penelitian dan evaluasi independen. Pemerintah perlu menyediakan 
pendanaan khusus untuk implementation research, evaluasi dampak, pengembangan sistem 
pemantauan, serta surveilans kesehatan secara real-time. 

Data mengenai anggaran, penerima manfaat, distribusi, kualitas pangan, keamanan pangan, hasil 
pemantauan kesehatan, dan capaian outcome perlu dipublikasikan secara berkala agar dapat 
diawasi oleh masyarakat. Komunikasi publik mengenai gizi, imunisasi, dan kesehatan preventif 
juga perlu diperkuat dengan informasi berbasis bukti untuk mengurangi disinformasi dan 
meningkatkan kepercayaan masyarakat. 

Rekomendasi 8. Mengembalikan Pembangunan SDM sebagai Prioritas Utama 

Pembangunan sumber daya manusia perlu kembali ditempatkan sebagai prioritas utama 
pembangunan nasional. Anggaran negara harus diarahkan untuk memperkuat keseluruhan 
ekosistem yang menentukan kualitas manusia sejak awal kehidupan: kesehatan ibu dan anak, gizi 
dan imunisasi, pendidikan, kualitas guru, fasilitas pendidikan, perlindungan sosial, serta 
lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. 

Dengan demikian, pemenuhan gizi tidak diposisikan sebagai program tunggal yang berdiri 
sendiri, melainkan sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia yang lebih luas. Tujuan 
akhirnya bukan sekadar memastikan anak menerima makanan, tetapi memastikan anak tumbuh 
sehat, terlindungi dari penyakit, memperoleh pendidikan yang berkualitas, dan memiliki 
kapasitas untuk berkembang secara optimal menuju Indonesia Emas 2045. 

PENUTUP 

MBG perlu dihentikan karena desain, skala, dan orientasinya tidak sejalan dengan kebutuhan 
utama pembangunan gizi dan sumber daya manusia Indonesia. Stunting terutama berakar pada 
periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), sementara sebagian besar intervensi MBG 
berpusat pada anak usia sekolah. Program juga menghadapi persoalan ketepatan sasaran, kualitas 
dan keamanan pangan, penggunaan pangan ultra-proses, pemborosan, serta monitoring yang 
lebih berorientasi pada distribusi daripada health outcomes. 

Dengan anggaran yang sangat besar, persoalan tersebut menciptakan opportunity cost terhadap 
kebutuhan kesehatan, pendidikan, imunisasi, dan layanan dasar lainnya. Penyerapan tenaga 
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kerja, keterlibatan UMKM, dan aktivitas ekonomi yang muncul dari MBG merupakan efek 
pelaksanaan, tetapi tidak membuktikan manfaat pembangunan manusia yang sebanding dengan 
biaya program. 

Karena itu, sumber daya MBG perlu dialihkan kepada intervensi yang lebih tepat sasaran dan 
berbasis bukti, terutama 1000 HPK, gizi ibu dan anak, imunisasi, layanan kesehatan primer, 
sanitasi, dan pendidikan. MBG dalam bentuk dan skala saat ini perlu dihentikan; investasi negara 
harus diarahkan pada intervensi yang terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kesehatan dan 
kualitas SDM. 
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